
1. Pasal 18 ayat 16J Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Ondang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kahupaten da.arn

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Mengtngar.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraruran Supan
tentang Perubahan Atas Peraruran Bupati Grobogan Nomor
70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi.
Tugas Pokok, Fungai, Uraian Tugas Jabatan dan Taul Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasl Kabupaten Grobogan;

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

a. bahwa untuk melaksanak2.n ketentuan Pasal 35 Peraruran
M_ent.eri DaIam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu merubah Peraruran
Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2016 ten tang
Kedudukan, Susunan Organisaai; Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jllbllte,n dan Tata Kerja Dinas TellllKIt Kerja
dan Transmigraai Kabupaten Orobogan,

•

PERATURAN DUPATI OROBOGAN

NOMOR 30 rAHUN 2018
:rENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SUPATI GROBOGAN NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, F'UNGSI,
URAIANTUGAS JABATAN DAN TATA KERJA DINA~ TENAGA KER.JA

DAN TRANSMIGRARI KABUPATEN CROBOGAN...

BUPATI GROBOGAN

PROVINS! JAWA TENGAH



8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 'rabun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2016 Nomor 15, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupa-en
Grobogan Nomor 15);

7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12 Tabun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20: 7 Nomor 4ql);

diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Uodang Nomor 23 1'abun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 5679);

G. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

•

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah..
Lembaran

ten tang
RepublikPemerintaban Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan

3. Vndnng-Undang Nomor 12 'rabun 2011 tentang
Pembenrukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);
4. Undang-Undang Nomor ;:; Tahun 2014 teruang Apnratu:

Sipil Negara (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2014 NOlUur6, Tambahan Lembaran l'legara Republik
Indonesia Nornor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
T'ransmigrasi Kabupaten Grobogan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnyc disingkat
UPTD adalah Unit Pelaksano. Tcknis Daerah pada Dinas
TenagaKerj!l dan Tran~migrasi Kabupaten Grobogan.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi yang selanjutnya
diseout Dinas adalah Dines Tenaga Keria clan
Transmigrasi Kabupaten Grobogan.

3. Bupati adalah Bupati Grcbogan.

4. Sekretaris Daerab ada1ah Sekretaris Daerah Kabupaten
Orobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyeJenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksauaan urusan pemerinlahan yang menjadi
kewenangan daerah otoriom.

Beberapa ket:entuan dalaru Peraruran Bupati Grobogan Nomor 70
Tabun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok. Pungsi, Uraian '!'ugas -Jabatan "dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigra!li Kabupaten Grobogan (8erifll

Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 70) diubah

• sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingge bcrburiyi sebagat berikut :

Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Crobogan.

Pasall

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNAN ORGANISASI, TUOAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUOAS JABATAN DAN TATA t<ERJA

DINAS TENAOA KERJA DAN TRAN::>MlGRASI KABUPATEN
OROEOCrAN.

Mcuetapkan

MEMUTUSKAN :
\
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(2) Kepala UPTD Balai Latiban Kerja Kelas A sebagaimana
dirnaksud pada ayat (I), mempunyai tugas pokok
mclaksanakan kegJaran operasional dan/alau kegiatan

(1) UPrD Balai Latihan KeIJa Kelas .Ii dipimpin oleh KepaJa
UPrD Balai Latiban Kerja Kelas A yang berkedudukan ill
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal l7

3. Ketentuao PasaJ 17 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

2. Ketentuan ayat (1) dan ays[ (3J PII.~al16 diubah sehingga
berbunyi eebagai bel ikut :

Pasall6
(t) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPJ'O Balai

Latihan Kerja Kelas A.
(2) Susunan Organisasi UPI'D sebagairnana dimaksud pada

ayat (I). terdiri dari :
a. KepalaUPTD;,
b. KepaJaSub DagianTata Usaha; dan
c. KelompokJabatan Fungsional Tertenru.

(3) Bagan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), tercantum dalarn Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perarurari Bupati ini.

•

lO.KelompokJabatan FungsionaJ Tertcntu adalah kumpular;

jabatan fungsional tertentu yang terdm dari sejumlab
tennga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu
yang terbagi daJam berbaglU kelompok sesuai

keahliannya. P

9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewcnang dan hak

seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang
didasarkan pada keahliah dan/ atau keterampilan unruk
mencapai tujuan organisasi.

8. 'Ke\)ala \Wl'D adnlah Kepala \WiD di lIDf,kungan Dinas
Tenaga Kerja.dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan,
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d. meiaksanakan koordmasi internal maupun ekllrema1

baik secara langsung maupun ticlak langsung untuk

b. menjabarkan perintah atasan melaltri pengkajian
permasaluhan dan peraturan perundang-undangan;

c. membagi rugas kepada bawahan sesuai lingkup
rugasnya serta memberikan arAAan dan perunjuk balk
secara lisan maupun tertuJis guna meningkatkan

kelancaran pclaksanaan rugas;

8. menyusun rer.cana anggaran dan program kegiatan
UPI'D Balai Latihan Kerja KelasA berdasarkan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebeJumnya dan peraturan
perundang-undangan;

e. Pelaksanaan rugas lain yang diberikan o'eh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tnzasnya.

(4) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian
tugas jabatan :

c. pembinaan dan bimbiogan teknis secara terpadu di
bidang penyelenggaraan pelarihan keterarnpilan kerja;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pclaksanaan

kegiatan UPTDBalai Latihan Kerja Kelas A;
•

b. peJaksanaan sebagian rugas Kepala Dinas di bidang
penyelenggaraan pe!atihan keterampilan kerja;•

,
U!\mir. penunjang Dina:; di bidang penye\enggaraan
pclatiha., keterampilan kerja untuk rnenyiapkan tenaga

kerja berkualitas dan sia? kerja dalarn memasuki pasar
kerja.

(3) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja UPrD Balai Latihan Kerja
Kelas A;
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p. menyusun jadual kegiatan latihan kerja:

o. menyiapkan bahan dan menyusun kurikuJum latihan
kerja;

n. menjaga kcbersihan, keamanan dan keindahan

lingkungan UPTO Balai Latihan Kerja Kelas A agar
menjadi bersih, sehat dan nyaman;

k. mengatur jadual pelatihan di UPTD Balai Latihari Kerja
Kelas A dan penggunaan gedung balai:

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama
dengan pihak lam yang saling mengunrungkan \)ntuk
mendidik dan melatih tenaga kerja yang siap kerja
dengan tetap mengedepankan kualitas Iuhrsannya,

m. melaksaneken pernetiharaan peralatan praktek berupa
rnesin, listrik dan peralatan praktek Iainnya yang
rnenjadi barang inventaris UPTD Balai Latihan Kerja
KelasA;

J. melaksanakan pendeftaran calon peserta pelatihan
dan menyeleksi persyaratan yang diperlukan;

i. menyiapkan tempat beserta saran a dan prasarananya

untuk pelaksanaan kegiatan Iadhan kerja:•

h. melaksanakan pernasaran program pelatihari,
mendayagunakan Iasilitas pel~an eerta rneurberlkan
informasi pelatihan;

g. menyiapkan bo.han dan melaksanakan pelatiban
tenaga kerja;

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di
bidang penyelenggaraan peJatiban keterarr.pilan kerja;

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang­
undangan dan regulasi sekroral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman uriruk rcclaksanakan kegiatan.

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka
sinkronisasi dan harurontsast pelaksanaan kegiatan;
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pengocrdinaaian, pembinaan, pengendalian,

(2) Kepala Sub Bagiaa Tata Usaha UPTD Balai Lo.tihan Kerja
Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempwtj
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas KepaJaii1P.

(1) Sub Bagian Tata Usaha UPTOBalai Latiharr Kerja KelasA

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian y,Ulg berkedudukan di
bawah dan berl.ar.ggung jtt-Nabkepada Kepala UPTDBalai
Latihan KCl]a Kelas A.

Pasal18

4. Ketenruan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sehagai

berikut:

y- melaksanakan rugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan,

x. menyampaikan saran dan pcrtimbangan kepada

atasan baik lisa') maupun terrulis berdasarkan kajian
agar pelaksanaau keglatan berjalan lancar dan optimal
scrta untuk menghindari penyimpangan; dan

w membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

eebagai bahan evaruasi dan pengambilan kebijakan
berikutnya;

•

v. melaksanakan monitoring,mengevaluasi, dan menilai

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraruran perundang-undangan;

u. menyiapkan tenaga pembirnbingpraktex latihan kerja;

r, rnenyiapkan tenaga kerja terarnpil;

r. me1aksanakan pemantauan dan pc::mbinaan kepada

tenaga kerje.yang Lelahselesai mengikuti latihan kerja;

s. menyediakan Iasilitas untuk pelayanan Latihan Kerja

berupa alat kelengkapan UPTD Balai Latihan Kerja

Kelas A.

q, menyiapkan sertifikat keterangan lulus sebagai siswa

telah selesai mengikuti latihan keterampilan keria:

,
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g. melaksanakan penggajian pegawai, tunjangan,

kesejahteraan dan hak-hak keuangan lainnyll 3Crta

pengelolaan keuangan UPTDBalai Le.tihan Kerja Kelas
A dan. pcrtangungjawaban keoangan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai hngkup
tugasnya serta membcnkanarahan dan petunjuk baik

S~ lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal
baik secara langsuog maupun iidak Jangsung untuk
mendapatkan informaai, masukan, serta dalam rangka

siokrcnieasi dan barmonisasi pelaksanaan kegiatan;

e. mempelajari dan mengkaji peraruran pcrundang­
undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai

baban atau pedoman untuk mclaksanakan kegiatan;

L melaksanakan ketatausahaan yang melipuri urtrsan

umurn, administrasi, surat merryurat, pengelolaan
keuangan dan perjalanan dinae eli linglrungan UPTD
Balai Latihan KerjaKelas A;

b. menjubarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perunda:lg-undar:gan;•

...undangan;

•kegiatan tahun sebelumnya dan peraruran peruridang-

a. mcnyusUD rencana anggaran dan program kegiatan

Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan basil evaIuasi

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanalcan rugae
pokok sebagairnana dimaksud pada Ryll.t (2). mcmpunyai
uraian tugas jabatan :

dan pcmberian binbingan di bidang administrasi umum,
surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat,
sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah

tangga, protokol, perjalanan dinas, keareipan, hukum dan
ketatalaksanaan eli lir.gkungan UP1'D BaJai Lannan Kerja
Kelas A.
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r. menyamp9ikan saran dan pertirnbangan kepada
ataaari balk lisan maupun tertulis berdasarkan kajian

q, mcmbuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai baban evaluasi dan pengambilan kebijakan

berikutnya;

1-'. melaksanakan monitoring, meogevaluasi, dan menilru
kinerja pelaksanaan rugas bawahan secara berkaJa
sesuai derigan peraruran perundang-undangan,

o. menyiapkan bahan pelaksanaan Sistim Pengawasan
Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkUngan U?TD Balai
Latihan J<erjaKelas A;

n. menyiapkan baben clan menyusun konsep Standar
Operasional Prusedur (SOP) di linglrungan UPTOBalai

Latihan Kerja Kelas A;

L melaksanakan pemeliharaan, perawatan barang­

barang inventaris milik pemerintah yang untuk
menunjang tugas di lJPJ'D Balal Lannan Kerja Kelas 1'.;

m. melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaran
UYfD Balai Latihan Kerja Kelas A;

k. menvelenggarakan administrast pelayanan eli lJPTO
Balai Latihan Kcrja KeJas A;•

j. melaksanakan pemeliharaan gedung, sarana dan
•

prasarana UPTD Balai Latihan KeIj::t Kelae A,

kebersinan dan kerum!h:angRaan knntor;

1. merencanakan keburuhan sarana dar. prasarana
perkantoran di lingkungan UPTO Balai Latihan Kerja
Kelas A;

Kesehatan, Kanu Tabungan Pensiun dan hak-hak
kepegawaian lainnya; .

Pegawai, Asuransi

penyesuaian ija~h

pengkatan menjadi
-,

pensiun izin be.ajar, izin gelar,

untuk kenaikan pangkat, usul
Pegawai Negeri Sipil, Karru

• h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kenaikaa pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti.
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DAERAH KABUPATEN GROBOCAN TAHUN 2018 NOMOR 30

Hei 2018

Diundangkan eli Purwodadi
pada

Agar setiap orang mengetahuiry&, memertntahkan pengundangan
Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

•

•PasaJ II

Peraruran Bupati mi mulai berlal-u pada tanggal diuodangkan.

Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertenru, dan Pejaba;

Pelaksana pada UPTO tetap melaksanakCUl tugasnya sampai

dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan
Bupati ini,

Pasal 27A

s. melaksanakan tugas kedinasan lam sesuai dengan
perintah a rasan

5. Di antara PasaJ 27 dan Pasal28 disisipkan 1 (sacu!pasal, yakni
Pasal ?7A sehingga berbunyi sebagai berikut :
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